
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SATINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT

NOMOR KEP. 3OIM.PPN/HK/ O 3 / 20 22
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMNGKATAN KUATITAS

PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN, DAN BANTUAN HUKUM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menrmbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menjalankan tttgas pelaksanaan

pemberian konsultasi, pendamprngan, dan bantuan hukum,
perlu meningkatkan profesionalitas dan kualitas dalam
melaksanakan pemberian lay anan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertrmbargan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Peningkatan Kualitas
Pemberian Pendamprngan, Pertrmbangan, dan Bantuan
Hukum;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang rlamanya tercantum dalam
Lampfuan Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhr
percyaratan untuk duduk dan melaksanakan ttgas sebagai

anggota Tim Peningkatan Kualitas P emberian P endampingan,
P er timb angan, dan B antuan Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2027 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
24 5, T ambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6735);

2. Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 201,3 tentang Tata
Car a P elaksanaan Anggar an dan Belanj a Negara seb agarmana
telah drubah denganPeraturanPemenntah Nomor 50 Tahun
201,8;

3.Peraturan...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Ke me nte rian Pe re nc an aan P emb arlgttnan Nasio nal ;

4. Perafinan Presiden Nomor 81 Tahun 2021. tentang Badan
P et enc anaan P emb angunan Nasional ;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentangPenataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabrnet Indonesia

Maju Periode T ahun 20 1 I - 20 2 4 ;

6. Peraturan Presiden Nomor fiSTahun 2019 tentang Organisasi

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor SZTahun 2027;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Ke p ala B adan P er enc anaan P emb angunan Na sional

Nomor 5 Tahun 201,6 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,

P elapor an, P emantauan dan Evaluasi Kegratan dan Anggar an;

8. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan
Nasional / Ke p ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nas ional
Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P et enc anaan P emb angunan Nas io na I ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMNGKATAN
KUALMAS PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN
BANTUAN HUKUM.

Membentuk Tim P enrngkatan Kualitas P emberian P endamprngan,
Pertimbangan, danBantuan Hukum untuk selanjutnya disebut Tim
Pendampingan, Pefiimbangan, dan Bantuan Hukum, dengan
susunan keanggotaan sebagatmana tercantum dalam Lamptran
Keputusan ini.

Tim Penda mptngary P ertrmb angan, dan B antuan Hukum ter diri atas
Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga

Pendukung.

Pengarah bertugas memberikan arahan kebrjakan, mengawasi,
membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran
pemec ahan atas per masalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung J aw ab bertugas meme1ang tanggung jaw ab terhadap
substansi dan pelaksanaan kegiatan dan menyamparkan laporan
hasil pelaks anaan kegiatan kep ada P engar ah.

KEEMPAT

KELIMA : ..
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan ashnya
Kepala Biro Hukum,

: Tim Pelaksanabertugas;

a. menetapkan jadw al kegiatan dan rencana kerja;

b . me lakukan p enc arian, pengumpulan, pengolahan, penyusunall,
penelaahan, dan pengkajian bahan, data, dan informasi yang

dibutuhkan dalam rangka pemberian pendampingan,
perttmb angan dan b anlu;an hukum;

c. melaksanakan koordi nasi r ap at pemb ahasan dan diskusi dalam
r angka pemberian pendampingan, pertimbangan dan bantuan
hukum;

d. melaksanakan Workshop/Focus Group Discussion untuk
kegiatan pemberian pendampingan, pertimbangan, dan

banitanhukum; dan

e. menyusun laporan kegiatan pemberian pendampingan,
pefiimbangandanbanfiianhukumdanmelaporkankepadaTrm
P engar ah melalui P enanggung J aw ab.

T enaga Pendukung bertugas;

a. memb antu p elaks anaan ttgas Ti m Pe laks ana dalam meny iapkan
dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan

b. melaksanakan fitgas kesekretariatan dan tugas lainnya yang
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

Segala biay a y ang diperlukan dalam r angka pelaksanaan tugas Ti m
P endampingan, Pertimb angan, dan B antuan Hukum drbeb ankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
P embangunan Nasion al T ahl.;n Anggar an 20 22.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal drtetapkan danberlakt surut
sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan drJakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

RR Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMNGKATAN KUATITAS

PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

A. PENGARAH Menteri PPN/ Kepal a Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

C. TIM PETAKSANA

Ketua

Anggota

SATINAN

TAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERJ PPN/KEPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP. 3OIM.PPN/HK/O 3 / 2022
TANGGAL 31 MARET 2022

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Farid Utomo, SH, MH, Sekretarrat Kabinet
Republik Indonesial

2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM7
Kementerian PPN/ Bap penas;

3. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM,
Kementerian PPN/ Bap peras;

4. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS,
Kementerian PPN/Bap penas-

6. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Naomi HelenaTambunan, SH, MLaw. Dev,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Kementerian
PPN/Bappenas;

'l.1..lndra...



11.. lndra Sakti, SH,

PPN/Bappenas;

12. Nia Kurniati,
PPN/Bappenas.

MA, Kementerian

SH Kementerian

MENTTRI PERXNCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL/
KEPAI/, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati


